
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia mempunyai hak asasi yang sama tanpa membedakan jenis

kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status

sosial, dan bahasa serta status lain. Dalam Piagam Hak Asasi Manusia

yang tercantum dalam Bab X tentang Perlindungan dan Kemajuan pada

pasal 37, didalamnya menyatakan bahwa “manusia  memiliki hak untuk

hidup, dan hak untuk tidak disiksa”.

Kelompok masyarakat yang rentan, seperti anak-anak dan fakir miskin

serta perempuan berhak mendapatkan perlindungan lebih terhadap hak

asasinya. Sebagaimana isi pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu “setiap anak berhak atas

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas

perlindungan dari kekerasan dan  diskriminasi”.

Seorang anak memerlukan perlindungan dan perawatan yang khas dan

seorang anak memerlukan kasih sayang dan pengertian untuk tingkat

perkembangan dengan penuh kasih sayang dan wajar.
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Orang tua sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam masa

perkembangan anak wajib memberikan apa yang sudah menjadi hak anak,

terutama dalam hal perlindungan dan pendidikan agar perkembangan anak

menjadi optimal. Tugas orang tua selain mengasuh, mendidik, juga

memberikan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, kekerasan,

penganiayaan, dan pengesploitasian untuk tujuan komersil, baik secara

ekonomi maupun seksual. Selain orang tua, pihak-pihak yang bertanggung

jawab menjamin hak-hak anak ini adalah pemerintah dan negara. Negara

menjamin hak-hak anak seperti hak mendapat pendidikan, perlindungan

dan hak lainnya dan tercantum dalam UUD 1945. Anak merupakan

generasi penerus bangsa sehingga memerlukan perlindungan yang khas

dari orang tua, pemerintah, maupun negara.

Fakta yang terjadi di lapangan tidak selalu berjalan sesuai dengan

peraturan yang ada. Berdasarkan data Komisi Nasional Perlindungan Anak

yang dikutip dari tribunnews.com jakarta, tercatat dari bulan Januari

hingga akhir Juni 2013 ada 1032 kasus kekerasan yang terjadi pada anak

di indonesia. Dari jumlah itu kekerasan fisik tercatat ada 294 kasus atau

28%, kekerasan psikis 203 kasus atau 20% dan kekerasan seksual 535

kasus atau 52%. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya

kekerasan pada anak.
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Menurut pengamatan penulis, ada beberapa perlakuan orang tua terhadap

anaknya dilingkungan penelitian yaitu Dusun Srimulyo I Kecamatan Natar

Kabupaten Lampung Selatan, yang memiliki indikasi kekerasan, baik

kekerasan secara fisik maupun kekerasan secara verbal.

Kekerasan fisik adalah bentuk kekerasan yang paling sering terjadi di

lingkungan ini. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tua ini antara

lain seperti pemberian hukuman pada anak yang sedang tidak ingin

berangkat mengaji di TPA, atau terlalu sering bermain dengan memukul

menggunakan benda tertentu contohnya sapu, bambu berukuran kecil, dan

lain-lain. Hal ini bertentangan dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 23

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “setiap

anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul

dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat

dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”.

Tingkat pendidikan masayarakat di lingkungan ini tidak terlalu tinggi,

sehingga mereka tidak begitu memahami bagaimana bentuk kekerasan

terhadap anak baik kekerasan fisik maupun verbal, terlebih mengetahui

tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan tingkat pemahaman

yang minim, masyarakat Dusun Srimulyo I, menganggap bahwa hal-hal

yang menjadi indikasi kekerasan teradap anak adalah sesuatu yang wajar

dan sah-sah saja dilakukan orang tua dalam rangka upaya orang tua

mendidik anak. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara penulis terhadap

salah seorang warga di Dusun Srimulyo I, yang mengatakan bahwa wajar

saja hal seperti itu terjadi ketika orang tua sedang marah.
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Orang tua memiliki cara tersendiri untuk mendidik anak-anaknya. Terlebih

jika anak-anak tersebut memang sedikit agak nakal, asalkan masih dalam

batas toleransi.

UUD 1945 mengamanatkan kepada negara dan pemerintah untuk

menjamin tiap-tiap hak warga negaranya termasuk anak-anak, dan dalam

hal ini, aparatur pemerintahan desa juga termasuk bagian dari

pemerintahan. Karena tempat penelitian adalah Dusun Srimulyo I, maka

perangkat desanya adalah Kepala Dusun,  Rukun Tetangga, dan Rukun

Warga. Berdasarkan salah satu fungsi RT,  yakni penanganan masalah-

masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga, yang dalam hal ini adalah

kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak, maka sudah

seharusnya RT memiliki peran serta dalam penanggulangannya. Aparatur

pemerintah desa sudah seharusnya memiliki peran serta dalam

penanggulangan masalah-masalah yang dialami dimasyarakat termasuk

kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak.

Peran serta tersebut akan dipengaruhi oleh bagaimana tingkat pemahaman

aparatur pemerintah desa tentang masalah ini. Dengan pemahaman yang

matang, aparatur pemerintah desa tidak akan diam saja ketika masalah

kekerasan terhadap anak terjadi di lingkungannya. Sedangkan fakta yang

terjadi di lapangan, masalah kekerasan terhadap anak masih menjadi

masalah yang dianggap sah-sah saja dilakukan sebagai salah satu cara

mendidik orang tua pada anaknya.
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Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis di lingkungan penelitian,

belum ada warga yang melaporkan masalah kekerasan yang dilakukan

orang tua terhadap anak kepada aparat pemerintahan Dusun Srimulyo I

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Oleh karena itu, peneliti

tertarik untuk mengetahui bagaimana persepsi perangkat desa ini, yaitu

seluruh ketua RT di Dusun Srimulyo I,  maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian tentang persepsi aparatur pemerintah desa tentang

kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak di Dusun Srimulyo I

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tahun 2014

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah, identifikasi masalah

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. tingkat pemahaman aparatur pemerintah desa tentang kekerasan

terhadap anak

2. faktor pendidikan masyarakat

3. faktor lingkungan sekitar

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka batasan

masalah dalam penelitian ini adalah persepsi aparatur pemerintah desa

tentang kekerasan yang dilakukan orang tua teradap anak di Dusun

Srimulyo I Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tahun 2014.
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D. Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka perumusan masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut “Bagaimanakah persepsi aparatur

pemerintah desa tentang kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap

anak di Dusun Srimulyo I Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

tahun 2014?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana

persepsi aparatur pemerintah desa tentang kekerasan yang dilakukan orang

tua terhadap anak di Dusun Srimulyo I Kecamatan Natar Kabupaten

Lampung Selatan tahun 2014.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep

pendidikan, khususnya Pendidikan Kewarganegaraan dalam kajian

pendidikan hukum dan kemasyarakatan yaitu tindakan yang dilarang

hukum berupa tindakan kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap

anaknya.

2. Kegunaan Praktis

2.1 Bagi Masyarakat

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat

bagi masyarakat dalam berperilaku, khususnya dalam hal
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mengasuh, dan mendidik anak, khususnya mengenai tindakan

kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak.

2.2 Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk memberikan

pemahaman lebih mendalam mengenai kekerasan yang dilakukan

orang tua terhadap anak khususnya tentang persepsi aparatur

pemerintah desa Srimulyo I Kecamatan Natar Kabupaten

Lampung Selatan tahun 2014 mengenai hal tersebut.

2.3 Bagi Program Studi

Penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu referensi bagi

mahasiswa Program Studi PPKn, dalam kajian hukum

kemasyarakatan khususnya mengenai tindakan yang dilarang

hukum, yaitu kekerasan terhadap anak.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini berada dalam lingkup pendidikan khususnya PPKn, dan

berada pada kawasan ilmu hukum kemasyarakatan.

2. Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah aparatur pemerintah desa yang dalam hal

ini adalah seluruh ketua RT di Dusun Srimulyo I Kecamatan Natar

Kabupaten Lampung Selatan tahun 2014.
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3. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Ruang lingkup objek penelitian ini adalah persepsi aparatur pemerintah

desa yakni ketua RT tentang kekerasan yang dilakukan orang tua

terhadap anak di Dusun Srimulyo I Kecamatan Natar Kabupaten

Lampung Selatan tahun 2014.

4. Ruang Lingkup Tempat Penelitian

Ruang lingkup tempat penelitian ini adalah Dusun Srimulyo I

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

5. Ruang Lingkup Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak terbitnya surat izin penelitian

pendahuluan 5527/UN26/3/PL/2014 pada tanggal 08 Oktober 2014

sampai dengan 28 Desember 2014.


